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TENTANG MEREK

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi sejak tanggal 19
Februari 2021 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini;

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai
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Pada Tanggal : 8 Maret 2021
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HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan : Bagaimana alur Pendafiaran Gugatan atas Hak Merek ?

Jawaban  : Bagi pihak yang ingin melakukan gugatan terkait sengketa atas

2. Pertanyaan :

Jawaban

pelanggaran hak merek langsung mendaftarkan ke Pengadilan Negeri
lewat pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disebut “ PTSP

“ dengan alur pendaftaran sebagai berikut

I Pergi ke meja 1 guna meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya perkara.

[Re]

Lalu, kasir membuat surat kuasa umum untuk membayar (SKUM),
slip penyetoran biaya perkara, menerima slip dan mencatat nomor
perkara dalam jurnal keuangan danSIPP/CTS

3. Kemudian meja 2 mencatat gugatan dalam register dan SIPP/CTS.
Setelah ketiga alur tersebut telah diselesaikan, maka proses persiapan
persidangan dapat dimulai.

Alat Bukti apa saja yang diperlukan untuk membuktikan terjadinya

pelanggaran Hak Merek sehingga perkara dapat dilanjutkan ?

- Hal yang diperlukan dalam pembuktian bahwa telah diduga terjadi

pelanggaran atas hak merek yaitu :

1. Produk barang yang dianggap mereknya
diduga hasil plagiat atau pencatutan dengan

produk barang dengan merek yang asli.

o

Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual.
3. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM.



3. Pertanyaan : Apakah sebuah Gugatan akan langsung melalui proses sidang atau
mediasi ?
Jawaban  : Dalam hukum acara perdata, mediasi merupakan sesuatu proses yang
wajib dilakukan oleh para pihak sesuai aturan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
yaitu pada pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi “ mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator *.
Proses mediasi dapat dilakukan baik secara litigasi ( penyelesaian
masalah melalui pengadilan ) maupun non - litigasi ( penyelesaian
masalah di luar pengadilan ) seperti alternatif penyelesaian sengketa,
maupun secara arbitrase.
4. Pertanyaan : Sanksi apa saja yang dapat diberikan jika tidak ada perdamaian (Mediasi)
?
Jawaban : Jika tidak adanya perdamaian setelah dilakukan mediasi, maka segala
sanksi diputuskan oleh hakim apapun putusan yang dikeluarkan, ketika
putusan telah inkracht maka pihak yang kalah wajib melaksanakan sanksi

yang diberikan baik secara sukarela maupun secara paksa.

Palangka Raya, 19 Februari 2021
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